GUBERNUR NTB : STRANAS PK BISA JADI ACUAN PELAKSANAAN
GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DI NTB
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https://stranaspk.kpk.go.id/id/

Mataram, MetroNTB.com — Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah menyatakan setuju
dan mendukung gagasan terkait strategi nasional Pencegahan Korupsi.

“Stranas PK bisa menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan prinsip good and
clean governance di NTB,” ujarnya, Rabu (13/3/2019).

Menurutnya, setiap penggunaan uang rakyat harus didasari pada prinsip kehati-hatian,
keseriusan dan sesuai aturan.

“Ini menjadi momentum bagi para pejabat publik di NTB untuk tak boleh main-main,”
tandas Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB.

Pasalnya, tambahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) selalu mempunyai cara dan metode untuk menemukan kesalahan
administrasi dalam setiap penggunaan dana publik.

Dikatannya, Stranas PK yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi diharapkan dapat lebih efektif
mencegah korupsi di Indonesia.

“Salah satu konsep utama yang diatur, diantaranya Stranas PK sebagai arah kebijakan
nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia,” tuturnya.

Posisi  Presiden RI sebagai Kepala Negara sckaligus Kepala Pemerintahan
ditempatkan pada posisi sentral dalam upaya Pencegahan Korupsi tersebut.

“Sehingga seluruh rencana aksi yang sudah dituangkan diharapkan dilaksanakan

secara efektif dan sinergis oleh instansi yang terkait,” pungkasnya. (Red)
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Catatan:

Berdasarkan diktum menimbang huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, disebutkan bahwa pencegahan
korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang
dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah,
pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka
mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan
upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi nasional yang lebih terfokus, terukur, dan
berorientasi pada hasil dan dampak.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah
arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang
digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku
kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.!

LATAR BELAKANG

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu
menjadi prioritas pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti
penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan
perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan
publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk
penyelamatan keuangan/aset negara.’

Pada tingkat internasional, Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai insiatif global
untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (United Nations Convention Againts Corruption)
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations
Convention Againts Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti

! Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pasal 1 ayat (1)
2 Paragraf 1 Latar Belakang, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional

Pencegahan KoruBsi
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Korupsi, 2003). Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah
menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK). Strategi yang terdapat dalam Stranas
PPK meliputi strategi pencegahan, strategi penegakan hukum, strategi harmonisasi
peraturan perundang-undangan, strategi kerjasama internasional dan penyelamatan aset,
strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, serta strategi mekanisme pelaporan, yang
dalam pelaksanaannya hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi.?

Inisiatif pencegahan korupsi tidak hanya melalui Stranas PPK, melainkan juga dari
berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan upaya
pencegahan korupsi belum bersinergi secara optimal sehingga dibutuhkan upaya
konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai insiatif pencegahan korupsi oleh kementerian,
lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, upaya
konsolidasi seyogyanya tidak hanya terbatas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah
daerah sebagaimana ditentukan dalam Stranas PPK, melainkan perlu juga melibatkan
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-
undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi.*

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penyempurnaan terhadap Stranas PPK
sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga perlu diganti dengan
strategi nasional yang dilaksanakan bersama oleh kementerian, lembaga, pemerintah
daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Strategi
nasional tersebut diwujudkan melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
yang memuat fokus dan sasaran sesuai dengan kebutuhan pencegahan korupsi sehingga
pencegahan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih terfokus, terukur, dan berdampak
langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.’

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi
yang lebih efektif dan efisien. Upaya pencegahan korupsi menjadi lebih efektif apabila
terfokus pada sektor yang strategis, yang merupakan sektor yang mempengaruhi performa
pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Pencegahan korupsi akan
semakin efisien, apabila beban administrasi dan tumpang tindih dapat dikurangi secara
signifikan melalui kolaborasi yang lebih baik antara kementerian, lembaga, pemerintah
daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.®

Tujuan dari Stranas PK adalah sebagai berikut:

3 Paragraf 2 Latar Belakang, Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi
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a. memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis yang perlu dilakukan oleh
kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk
mencegah korupsi;

b. mendorong program pencegahan korupsi yang berorientasi pada hasil (outcome) dan
dampak (impact) bukan hanya luaran kegiatan (output) dengan capaian yang terukur;
dan

c. meningkatkan sinergi antara program pencegahan korupsi dengan kebijakan
pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun dengan
kebijakan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi.

Fokus Stranas PK meliputi:
a. perizinan dan tata niaga.
b. keuangan negara.
c¢. penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan
Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK.” Timnas PK terdiri atas menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional,
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara, kepala lembaga
non-struktural yang menyelenggarakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden
dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu
strategis, serta unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.®

7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pasal 4 ayat (1)
8 ibid, Pasal 4 ayat (2)
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